
 

1 Catatan Berita – UJDIH BPK Perwakilan Kalimantan Timur Tahun 2024 

Gedung SD 004 Bonsel Siap Direlokasi 

Sistem Belajar Satu Sif Perlu 12 Ruang Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar : Kaltim Post Metro Bisnis Selasa, 9/1/2024 

 

BONTANG - Permohonan relokasii SD 004 Bontang Selatan telah diajukan pihak 

sekolah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang. Alasannya, lokasi yang ada 

sudah tidak memungkinkan akan dilakukan pengembangan. Apalagi, status lahan juga 

bukan aset daerah. 

"Dan saya sudah mendengar, ada rencana pembangunan gedung di lokasi baru mulai 

tahun ini. Tetapi secara detail belum disampaikan," kata Kepala SD 004 Bontang Selatan 

Usman Ali. 

Kabarnya, jumlah kelas baru yang dibangun nantinya ada 12 ruang. Ditambah ruang 

kepala sekolah, ruang guru, hingga ruangan penunjang lainnya. Bangunan itu nantinya 

terdiri dari dua lantai. Namun ia belum mengetahui, apakah pembangunan dilakukan 

sekaligus atau bertahap. "Infonya sekaligus, tetapi saya tidak mengetahui kalau ada 

perubahan," ucapnya. 

Diketahui, SD 004 Bontang Selatan memiliki 12 rombongan belajar. Saat ini, 

pembelajaran di sekolah tersebut digelar dua sif. Mengingat jumlah ruang kelas hanya 

enam. Sif  pertama masuk pada pukul 07.15 hingga pukul 12.00 Wita. Kemudian sif  

kedua pukul 12.30 sampai pukul 16.00 Wita. "Harapannya dengan relokasi ini bisa satu 

sif," tutur dia. Keuntungan skema satu sif ialah pelajar masuk pagi seluruhnya. Kemudian 

untuk menggelar rapat dan kegiatan dengan guru maka lebih mudah pengumpulannya. 

Diketahui, Pemkot Bontang bakal memulai upaya relokasi SD 004 Bontang Selatan. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bambang Cipto Mulyono mengatakan, pada 

tahun ini ada pengajuan sebesar Rp14,7 Miliar "Lokasinya di samping Gedung Uji KIR 

Bontang Lestari," kata Bambang. 
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Ia pun belum bisa menyebutkan bangunan nantinya terdiri dari berapa lantai. Namun, 

seluruh pembiayaan masuk dalam nomenklatur APBDii 2024. Berdasarkan sistem 

informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)iii, spesifikasi pekerjaan luas lahan kurang 

dari 500 meter persegi. Terdiri dari satu lantai. "Info selengkapnya di Kabid Pendidikan 

Dasar," ucapnya. 

Diketahui, lahan yang digunakan merupakan aset Pemkot. Upaya relokasi itu sudah 

digaungkan sejak 2022 lalu. Kondisi bangunan sekolah saat ini, yakni semi permanen 

atau masih berstruktur kayu. Bahkan, bangunan sekolah ini hanya memiliki satu toilet 

yang dipakai bergantian. Baik oleh guru maupun siswa. Letaknya yang berada tepat di 

pinggir jalan dan simpang tiga juga dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan. 

(ak/ind/k15) 

 

Sumber berita: 

1. Kaltim Post Metro Bisnis, Gedung SD 004 Bonsel Siap Direlokasi, Sistem Belajar 

Satu Sif Perlu 12 Ruang Kelas, 09/01/24 

2. Prokal.co, Tak Bisa Dikembangkan Lagi, Disdikbud Bontang Relokasi Dua Sekolah, 

Minta Anggaran Rp53 miliar, 08/01/24 

 

Catatan: 

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3)  Peraturan Daerah Bontang Nomor 3 Tahun 

2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Bontang 3/2010), 

pengelolaan pendidikan  diarahkan pada: 

a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan 

pendidikan; 

b.  peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 

c.  peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik. 

 

 

 

 
i Dikutip dari KBBI, yang dimaksud dengan relokasi adalah pemindahan tempat. 

https://kbbi.web.id/relokasi 
ii . Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
iii Dikutip dari https://sirup.lkpp.go.id/sirup/beritactr/indexpublic  bahwa, SIRUP (Sistem Informasi 

Rencana Umum Pengadaan) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengelola dan memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah. 


